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PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 - 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 — 2026;

1. Undang—Undang'Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); '




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan
Gubernur Nomor 268 /KPTS/DISHUT/2020 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 = Jugi 2024

Pj. GUBERNUR S ERA SELATAN,

A. FATONI

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
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Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Palembang




